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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Kelalaian yang 
mengakibatkan kematian atau luka dalam kasus No. 120/Pid.B/2013/PN. 
Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus No. 
120.120/Pid.B/ 2013/PN. Sidenreng Rappang. 
 
 Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dengan 
mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas dan penelitian lapangan 
melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, 
etrutama pada lingkup Pengadilan Negeri Rappang sehingga diperoloeh 
data-data yang diperlukan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis 
secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
 
 Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara 
lain: 1.)Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang 
mengakibatkan mengakibatkan kematian atau luka yaitu bahwa terdakwa 
melanggar Pasal 310 ayat (4), (3), (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 2.) Berdasarkan alat bukti yang terungkap 
dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu 
sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh 
fakta hukum 3.)Berdasarkan hal tersebut  maka hakim menjtuhkan sanksi 
pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kelalaian atau luka dalam 
Putusan No.120/B.Pid/2013/PN. Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 
310 Undang-Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim mengadili Menyatakan Terdakwa 
SUWITTO Bin AMIR CONDA terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 
meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan” dengan 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun dan 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat 
yang memegang peranan cital dalam memperlancar pembangunan yang 
kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang 
berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan 
masyarakat. 
Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan 
disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi 
untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat 
Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki 
kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering 
kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. 
Kemacetan merupakan salah satu dampak negative dari semakin 
majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor 
yang pada gilirannya meyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas 
jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan 




Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya 
mendatangkan dampak yang sangat besar  yaitu semakin tingginya beban 
psikologis, sehingga dapat menyebabkan strees berkepanjangan dan 
pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun Kelalaian dalam 
melakasanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu 
saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. 
Kenyataan yang sering ditemui sehari -hari  adalah masih banyak 
pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan 
umum. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan 
dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa  kecelakaan lalu lintas yang 
terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa 
berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.  
Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU No. 24 Tahun 
2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja 
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 
Menurut jenisnya kecelakan lalu lintas digolongkan atas beberapa 
penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 
22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni : 
1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan 
yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang. 
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat. 
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Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan 
lalulintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan 
atau Kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. 
Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik 
korban mederita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak 
jarang merenggut  jiwa pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan 
kecerobohan pengguna jalan, (Wirjono Prodjodikoro, 1967:112) 
menyatakan : 
Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan 
mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan 
tanda akan membelok, atau mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau 
pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan 
lain yang datang dari sebelah kiri , atau menjalankan mobil terlalu cepat 
melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu dijalan 
yang bersangkutan. 
Pernyataan tersebut diatas, adanya kecelakaan merupakan faktor 
kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa 
hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. 
Masalah-masalah Kelalaian dalam Undang-Undang RI No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada 
ketentuan Pasal 310 yaitu : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), 
dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua  juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(3) yang mengkibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
 
Masalah-masalah Kelalaian dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359, 360, yaitu : 
1. Pasal 359 KUHPidana :  
Barang siapa karena Kelalaiannya menyebabkan matinya orang 
lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau kurungan paling lama satu tahun. 
 
2. Pasal 360 KUHPidana : 
Barang siapa karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain 
mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun. 
Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan 
bahwa apabila Kelalaian atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan 
orang lain atau korban meninggal dunia  ancaman pidananya 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHPidana. 
Luka berat diatur dalam pasal 90 KUHPidana adalah: 
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1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya 
maut. 
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan 
atau pekerjaan pencaharian. 
3. Kehilangan salah satu panca indera. 
4. Mendapat cacat berat (verminking). 
5. Menderita sakit lumpuh. 
6. Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih. 
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan 
suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa 
sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumah 
uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat 
jera da lebih berhati-hati. 
Berdasar dari uraian tersebut diatas, sehingga menjadi alasan 
penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan 
Kematian atau Luka (Studi Kasus Nomor:120/Pid.B/2013/ 
PN.Sidenreng Rappang Tahun 2013)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk lebih 
memfokuskan penelitian skripsi ini, maka rumusan masalah yang dapat 
diangkat adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 
Kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka dalam kasus 
No. 120/Pid.B/2013/PN. Sidenreng Rappang ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana putusan perkara pidana No. 120/Pid.B/2013/PN. Sidenreng 
Rappang ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini  adalah : 
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 
pidana Kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka dalam 
kasus No. 120/Pid.B/2013/PN. Sidenreng Rappang. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus No. 
120.120/Pid.B/ 2013/PN. Sidenreng Rappang. 
Adapun kegunaan yang kami harapkan dari penelitian skripsi ini 
adalah : 
1. Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan sumbangan teoritis 
bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal 
ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukm pidana pada 
khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya. 
2. Agar hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan referensi 
tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang 
berminat dalam bidang kajian yang sama. 
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3. Agar hasil penelitian  skripsi ini menjadi sumbangsih dalam 
rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan 










A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata yaitu kata “Tinjauan” dan 
“Yuridis”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. 
Poerwardaminata, 2006:194) mengemukakan Tinjauan yaitu: 
Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, 
pengumpuln data pengolahan, analisa, dan penyajian data yang 
dilakukan secara sistemastis dan objektif untuk memecahkan suatu 
persoalaan. 
 
Selanjutnya Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan menurut 
hukum , secara hukum, dan dari segi hukum. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang memeriksa secara 
teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis 
dan objektif untuk memecahkan persoalan hukum dari segi hukum. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum 
atau Delicta, dalam bahasa Inggris dikenal dengan Istilah Delict, yang 
artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, 
sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah 
Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. 
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat 
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atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan 
perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari 
pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum 
adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. 
Menurut Achmad Ali (2002:192) mengemukakan bahwa suatu 
tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan 
yang melanggar hukum ataupun undang-undang debgan tidak 
membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun 
hukum publik, termasuk hukum pidana”. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan defenisi 
tentang strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan 
ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. 
Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:23) : 
“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” 
tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi 
hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa 
tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap 
jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan 
bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak 
sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang 
menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya 
sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata 
“perbuatan”. 
Namun Penulis lebih memilih istilah “tindak pidana” Meskipun kata 
“tindak”: lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan 
pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan 
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perbuatan konkrit, sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, 
tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka kata 
“tindak” lebih khusus maknanya dibandingkan dengan kata perbuatan 
ataupun kata lain yang mempuanyai makna yang sama. 
Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan oleh pakar 
hukum dan telah banyak digunakan sebagai undang-undang yang telah 
dikodifikasikan di Indonesia. 
Menurut Hezewinkel Suringa Strafbaarfeit adalah suatu perilaku 
manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu 
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
ditiadakan oleh hukum pidana  dengan menggunakan sarana-sarana yang 
bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 
Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian 
tentang delik menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut 
dibawah ini: 
(Sianturi, 2002:56) mengartikan istilah delik atau het strafbaar feit 
kedalam bahasa Indonesia menjadi: 
a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum 
b. Peristiwa pidana 
c. Perbuatan pidana 
d. Tindak pidana 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni; (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut 
undang-undang. Teoritis artinya berdasrkan pendapat ahli hukum, yang 
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tercermin pada bunyirumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang 
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan 
yang ada. 
Dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung 
di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, 
unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur objektif adalah yang melekat atau yang ada dalam diri si 
pelaku, unsur unsur tersebut di antaranya adalah : 
a. Niat 
b. Maksud dan tujuan 
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan Culpa) 
d. Kemampuan bertanggungjawab  
Selanjutnya unsur tersebut adalah unsur-unsur yang ada kaitannya 
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur tersebut diantaranya ; 
a. Perbuatan  
b. Akibat 
c. Keadaan-keadaan 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur 
objektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana terseb tidak ada, maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. 
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Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPIdana, dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana. (2011 : 82) yaitu : 
1) Unsur tingkah laku 
2) Unsur melawan hukum  
3) Unsur kesalahan 
4) Unsur akibat konstitutif 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntut pidana; 
7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana; 
9) Unsur objek hukum tindak pidana 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai 
berikut : 
a. Unsur Objektif, terdiri atas : 
 Perbuatan orang; 
 Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
 Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. 
b. Unsur subjektif, terdiri atas : 
 Orang yang mampu bertanggungjawab; 
 Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
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Hal tersebut diatas sejalan dengan apa yang dikatakan ole Leden 
Mapaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif  
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan Kelalaian (Schuld). 
b. Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas : 
1) Perbutan Manusia, berupa : 
a) Act, yakni perbuatan aktif dan posessif; 
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan egatif, 
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan; 
2) Akibat (Result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahyakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances) 
Pada umumnya keadan-keadaan ini dibedakan antara lain : 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
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Sifat dapat melawan hukum berkenan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Sementara itu, menurut Moeljatno (2002:63) bahwa unsur atau 
elemen dari perbuatan pidana adalah ; 
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
4. Unsur melawan hukum objektif; 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 
C. Actus Reus dan Mens Rea  sebagai syarat Pemidanaan 
1. Actus Reus (delictum) ialah perbuatan kriminal sebagai syarat 
pemidanaan (obyektif) terdiri dari : 
a. Perbuatan 
Ada dua macam perbuatan yaitu : 
1. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang terjadi karena 
adanya reaksi atau melakukan sesuatu. 
2. Perbuatan pasif adalah sesuatu yang terjadi karena tidak 





b. Sifat Melawan Hukum 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat 
melawan hukum suatu perbuatan ada dua yaitu : 
1. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan sifat 
melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan 
undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-
pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi 
pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, 
sebab hukum adalah undang-undang. 
2. Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi 
pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-
undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum 
yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
c. Tidak ada alasan pembenar 
1. Daya paksa absolut 
Daya paksa  (overmacht) tercantum dalam pasal 48 
KUHPidana. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak 
dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena 
dorongan keadaan yang memaksa. 
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2. Pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHPidana 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan 
sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang 
dipakai oleh Belanda ialah noodweer tidak terdapat dalam 
rumusan undang-undang. 
Pasal 49 (1) KUHPidana (terjemahan) mengatakan : 
“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang 
lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan 
yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. 
 
3. Menjalankan ketentuan undang-undang  Pasal 50 ayat (1) 
KUHPidana 
Pasal 50 KUHPidana menyatakan (terjemahan) : 
“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
 
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1) 
KUHPidana 
Pasal 51 ayat (1) KUHPidana menyatakan : 
“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenag, 
tidak dipidana. 
 
2. Mens Rea dalam hukum pidana ialah pertanggungjawaban kriminal 
sebagai syarat pemidanaan (subyektif) terdiri dari : 
a. Mampu bertanggung jawab 
Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur 
mampu bertanggung jawab mencakup : 
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1. Keadaan jiwanya 
 Tidak tertanggu penyakit terus menerus atau sementara; 
 Tidak cacat dalam pertumbuhan; 
 Tidak terganggu karena terejut. 
2. Kemampuan jiwanya 
 Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
 Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
 Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
b. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggung jawab. 
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian 
seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu 
bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu: 
1. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum); 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan Kelalaian/kelalaian (Culpa) 
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
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Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakaukan. Menurut ketentuan yang 
diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 
1) Kesengajaan (Opzet) 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
Opzet, bukan unsur Culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas 
mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu 
dengan sengaja. 
Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu: 
1. Perbuatan yang dilarang; 
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu; 
3. Perbuatan itu melanggar hukum. 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 
a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk) 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) 
si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat 
dimengerti oleh khalayak ramai.. Maka apabila kesengajaan 
semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang 
menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman 
pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan 
adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si 
pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang 
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menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana 
(constitutief gevolg). 
Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang berpendapat di 
kehendaki ialah hanya perbuataanya, bukan akibatnya. Akibat 
ini oleh si pelaku hanya dapt dibayangkan atau di gambarkan 
akan terjadi (voorstellen). Dengan demikian secara siakletik 
timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu: 
1. Teori kehendak (wilstheorie) 
2. Teori bayangan (voorstellen-theorie). 
Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila 
perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si 
pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si 
pelaku saat mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang 
terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, 
sehingga ia menyesuaikan perbutannya dengan akibat itu. 
b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan 
(zekerheidsbewustzijn) 
Kesengejaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuataannya, tidak  bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu 
pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori 
kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga 
dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan 
menurut teori bayangan (voorstellingtheorie) keadaan ini sama 
dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena 
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dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada 
kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran 
dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka 
juga kini ada kesengajaan. 
Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu 
kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa 
seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada 
kemungkinan besar saja. 
c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Lain hal nya dengan kesengajaan yang terang-terangan 
tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat 
bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu 
kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada 
persamaan pendapat antara para sarjana hukum Belanda.  
Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua 
penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan, bahwa 
dengan hanya ada keinsafan, kemungkinan tidak ada 
kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada Culpa atau kurang 
berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan 
secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama 
dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah 
terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah 
sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan 
hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama. 
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2) Kelalaian (Culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan 
menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang 
itu sendiri. 
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu: 
1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka 
tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana; 
2. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat 
dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang 
dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang 
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHPidana. 
Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu: 
a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat 
menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 
sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak 
berbuat) yang melawan hukum; 
b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang 
berpikir panjang; dan 
c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus 
bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. 
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Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. 
Sutorius, skema kelalaian atau Culpa yaitu: 
1. Culpa lata yang disadari (alpa) 
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. Dimana 
seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak 
akan terjadi. 
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir (onnadentkend), lengah (onoplettend), dimana 
seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak 
demikian. 
Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak 
melakukan perbuatan tersebut, makan akan menimbulkan akibat 
yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang 
tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan 
adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah 
memikirkan hal itu sebelumya maka ia tidak akan melakukannya. 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari 
tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari 
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tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan 
tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, 
maka bentuk hubungan adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 
penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, 
yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. 
Menurut Ruslan Saleh (Amir Ilyas, 2012:87) mengatakan bahwa : 
Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan 
bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, 
tiada terhapus keselahannya atau tiada alasan pemaaf, adalah 
termasuk  dalam pengertian kesalahan (Schuld). 
 
Pompe (Amir Ilyas, 2012:87) mengatakan bahwa : 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
“kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam 
dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: 
“Tiada pidana, tanpa kesalahan”. 
 
1) Daya Paksa Relatif (overmacht) 
Overmacht Merupakan daya paksa relatif (vis compulsive) 
seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 
KUHPidana. Dalam KUHPidana daya paksa tidak terdapat 
pengertian daya paksa. Dalam  memorie van toelichting (MvT) daya 
paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang 
berada dalam dwangpositie (posisi terjepit). 
2) Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweerexces) 
Pasal 49 ayat (2) KUHPidana 
Pasal 49 ayat (2) KUHPidana menyatakan : 
“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan 
atau ancaman serangan itu tidak dipidana.” 
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3) Menjalankan Perintah Jabatan Yang tidak Sah, Tetapi 
Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) 
KUHPidana 
Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun 
pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang 
berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah 
tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan 
masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 
51 ayat (2) KUHPidana. 
 
D. Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Kematian Atau Luka 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian  
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan 
korbannya meninggal dunia diatur dalam kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHPidana) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, 
yang bunyinya sebagai berikut : 
“Barang siapa karena kesalahannya ( Kelalaiannya ) menyebabkan 
orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.” 
 
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (1) sampai dengan ayat 
(4), yang bunyinya sebagai berikut : 
 
(1)Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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(2)Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana 
dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.2.000.000,00 (dua  juta rupiah). 
(3)Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
(4)Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(3) yang mengkibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
 
2. Unsur Tindak Pidana Karena Kelalaiannya yang 
Mengakibatkan Kematian atau Luka 
Dirumuskan dalam Pasal 310 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan unsur-unsur dari 
rumusan Pasal 310  Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yaitu: 
a. Unsur ‘Setiap Orang’ 
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk 
kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk 
menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka 
identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan. 
b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena 
kelalaiannnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; 
Bahwa dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari 
Kelalaian (Culpa), namun pengertian Culpa tersebut dapat diketahui dari 
 26 
ilmu pengetahuan hukum pidana dimana menjelaskan inti, sifat-sifat, atau 
ciri- cirinya adalah : 
• Sengaja melakukan suatu tindakan yang nyata salah karena 
menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya ia 
menggunakan ingatannya dengan sebaik-baiknya, tetapi ia 
tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan 
suatu tindakan (aktif atau passif) dengan kurang 
kewaspadaan yang diperlukan (dikenal dengan istilah Culpa 
latah). 
• Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi 
merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan 
terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang 
akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak 
diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena 
bersifat melawan hukum. 
c. Menyebabkan Matinya Orang Lain 
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau Kelalaiannya 
menyebabkan orang lain mati, maka terhadap unsur ini adalah untuk 
melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang 
ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini 
adalah akibat. 
Menurut  Adam Chazawi (2002:125), kalimat menyebabkan orang 
mati tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari 
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pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Perbedaannya dengan 
pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yaitu pada 
Pasal 359 KUHPidana ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati 
(Culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. 
 
E. Teori Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat , 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, 
dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana 
atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa 
tahap perencanaan sebagai berikut: 
1. Pemberiaan pidana oleh pembuat undang-undang; 
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2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
2. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding). Teori ini dikenal pada 
akhir abad 18 yang mempuyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, 
Hegel, Herbart, Sthal, dan Leo Polak. 
Menurut Sthal mengemukakan bahwa : 
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidna terhadap 
pelanggarnya. 
 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari 
pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana 
itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya, 
terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban 
masyarakat (dehandhaving der maatshappeljikeorde). 
Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang 
merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu  prevensi khusus dan  
prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan 
melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku 
terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada 
 29 
pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat 
berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. 
Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk 
mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan 
tindak pidana. 
Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah 
seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut: 
1. Teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk 
membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tida 
melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelangaran 
terhadap kaedah-kaedah hukum pidana. 
2. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah 
diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman 
hukuman itu harus-harus dapat mencegah niat orang untuk 
melakukan tindak pidana, dalam arti sempit apabila bahwa 
orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi 
pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka 
untuk melakukan kejahatan. 
3. Teori Gabungan (verenigingstheorien) 
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, 
muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya undur 
pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga 
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mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat 
yang melekat pada tiap pidana. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan 
pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan 
pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi 
seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut 
oleh Pompe yang menyatakan: 
“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana 
dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-ciri 
ny, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu 
sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi 
itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.” 
 
Van Bemmelan pun menganut  teori gabungan menyatakan : 
“Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan 
memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan 




3. Jenis-Jenis Pidana 
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang di 
atur dalam Pasal 10 KUHPidana yakni : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara: 
c. Pidana kurungan; dan 
d. Pidana denda. 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu; 
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b. Perampasan barang-barang tertentu; dan 
c. Pengumuman putusan hakim. 
Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana 
tersebut adalah di dasarkan pada berat ringannya pidana yang di aturnya, 
yang berat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaaan pidana 
tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan 
biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini 
terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam 
ketentuan Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHPidana menjadi bersifat 
imperatif dan keharusan. 
Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
a. Pidana tambahannya hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu 
terhadap anak-anak yang di serahkan kepada pemerintah. 
(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok 
melainkan pada tindakan). 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan 
ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal 
ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut 
dalam ketentuan Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHPidana 
menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 
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c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan 
suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari 
putusan hakim dijalankan. 
Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di 
atas adalah sebagai berikut: 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHPidana yaitu: 
“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher 
terpidana kemudian menjtuhkan papan tempat terpidana berdiri.” 
b. Pidana Penjara 
Menurut Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012:110), menegaskan bahwa 
“Pidana penjara merupakan bentuk pidna yang berupa kehilangan 
kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu 
bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 
pengasingan. 
 Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua 
puluh tahun). 
Sedangkan P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012:110) menyatakan 
bahwa : 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga 
Permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati 
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semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peaturan tersebut. 
 
c. Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. 
Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang 
terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga 
permasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih rigan dibandingkan dengan 
pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHPidana, bahwa 
berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 
KUHPidana yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. 
Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari 
dan paling lama satu tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 
KUHPidana, bahwa : 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan. Pidana kurungan sekali-sekali tidak boleh lebih dari satu 
tahun empat bulan.” 
 
d. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan pidana tertua bahkan lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidan denda adalah 
kewajuban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
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Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia 
melakukan sutau perbuatan yang dpat dipidana. 
Menurut P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012:114) bahwa: 
Pidana denda dapat dijupai dalam buku I dan buku II KUHPidana 
yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
elnggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-
baik satu-satunya pidan pokok maupun secara alternatif dengan 
pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok 
tersebut secara bersama- sama. 
 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana. 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijaruhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 
tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 
bersifat fakulatif artinya dapat menjatuhkan tetapi tidaklah khusus. 
a. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHPidana, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 
1) Hak memegang jabatan pada umumya atau jabatan yang 
tertentu; 
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
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4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 
pengadila, hak menjadi wali , wali pengawas , pengampu atau 
pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
 Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) 
KUHPidana mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan 
hak sebagai berikut : 
1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 
2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. 
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 
dua tahun dan paling banyak lima tahun. 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat 
dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang 
pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 
penguasa lain untuk pemecatan itu. 
b. Perampasan Barang-barang Tertentu 
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis 
pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan 
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mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 
KUHPidana yaitu: 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas; 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang 
telah ditentukan dalam undang-undang; 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita. 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan 
hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu 
hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga 
dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan. 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHPidana 
yang mengatur bahwa: 
“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
laiinnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dala hal-hal yang ditentukan 
undang-undang”. 
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Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 
terutama untuk pencegahan agar masyarakat  terhindar dari kelihaian 
busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya 
dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-
pasal tindak pidana tertentu.  
 Di dalam KUHPidana hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja 
yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-
kejahatan: 
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 
2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena alpa. 
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain 
luka atau mati. 
4) Penggelapan. 
5) Penipuan. 
6) Tindakan merugikan pemiutang. 
 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-
mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan 
pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang 
ada dalam persidangan. 
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Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu 
putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil 
oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 
Rancangan KUHPidanaidana Tahun 1999-2000 antara lain: 
Kesalahan pembuat tindak pidana , motif dan tujuan melakukan 
tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu 
hakim juga mempertimbangkan hal-hal  yang meringankan dan 
memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan 
KUHPidana baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. 
Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula 
pasal dijadikan dasar untuk mengadili . Berdasarkan Pasal 25 tersebut , 
maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai suatu 
alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang 
dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar 
suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa. 
Pasal 51 dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
yang baru bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim 
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dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan 
melakuka tindak pidana dan lain-lainnya. 
Menurut Ledeng Marpaung (1992:406) putusan adalah: 
“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan 
atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis 
tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat 
dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam 
pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan 
kecermatan dalm penggunaan istlah-istilah”. 
 
Mengenai putusan yang dipterjemahkan dari vonis adalah hasil dari 
pemriksaaan perkara disidang pengadila seperti interlocutoire yaitu 
keputusan antara atau keputusan sela. Preparatoire yaitu keputusan 
pendahuluan atau keputusan persiapan. 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian 
bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan 
kekuasaan negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. 
Kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering 
menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam 
pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim 
di Indonesia tidak terikat dalam Yurisprudensi. 
Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah 
sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Sosiologis  
Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHPidana Nasional Tahun 1999-
2000, menetukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan : 
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1. Kesalahan terdakwa 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
3. Cara melakukan tindak pidana  
4. Sikap  batin membuat tindak pidana 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana  
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga. 
 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu 
pengetahuan tentang sosiologi, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain 
alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat pula alasan-alasan subyek 
pelaku yang merupakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan. 
2. Pertimbangan Alasan Pengeculian, Pengurangan dan 
Penambahan Pidana 
Hakim dalam menjatuhkan putusan sebelumnya harus 
mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, alasan pengurangan, 
dan penambahan pidana. 
a. Alasan Pengecualian Pidana 
Pasal 48,  Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh 
daya paksa, tidak dipidana. 
Pasal 49, (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, 
karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada 
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saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat 
karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 
Pasal 50, Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang, tidak dipidana. 
Pasal 51, (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak 
menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan 
itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan 
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. 
b. Alasan Pengurangan Pidana 
Pasal 53 (1) mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk 
itu telah ternyata dari adanya perrmulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena 
kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, 
dalam hal percoabaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kjahatan diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi 
percobaan sama dengan kejahatan selesai. 
Pasal 56, Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  (1) mereka yang 
sengaja memberi  bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.  (2) Mereka 
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yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan. 
c. Alasan Penambahan Pidana  
Pasal 52, Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada 
waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya 
dapat ditambah sepertiga. 
 Pasal 52a, bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Repukblik Indonesia, pidana untuk kejahatan 






A. Lokasi  Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului denga suatu penelitian awal. 
Maka itu penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data 
yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, 
penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 
serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan sumber Data 
Data yang terhimpung dari hasil penelitian ini, baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan ke dalam 
dua  jenis data yaitu : 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak 
yang terkait sehubungan dengan penulisan proposal ini, pada 
lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
baik berasal dari artikel-artikel serta dokumen-dokumen dan 
arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni 
melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait 
sehubungan dengan penulisan proposal ini. 
2. Penelitian Kepustakaan (library research) yakni penelitian yang 
dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai 
literature yang ada yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas. 
 
D. Metode Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif, 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Kelalaian 
yang mengakibatkan kematian atau luka dalam Putusan Nomor 
120/Pid.B/2013/PN.Sidrap 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat 
melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.  
Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan 
bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal  44 ayat (1) 
KUHP yang justru menyebutkan keadaan mengenai kapan seseorang 
tidak mampu bertanggung jawab. Sementara itu, mengenai kapan 
seseorang mampu bertanggung jawab dapat di artikan sebaliknya, apabila 
tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan 
dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. 
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Moeljatno (Adami Chazawi, 2002 : 148) menarik kesimpulan 
tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, adalah :  
a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara 
perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan 
melawan hukum.  
b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendak 
menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.  
Dalam hukum pidana, Moeljatno (Amir Ilyas, 2012 : 77) pelaku 
tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu 
memuat 4 (empat) unsur yaitu :  
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);  
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;  
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan Kelalaian/kelalaian (Culpa);  
4. Tidak adanya alasan pemaaf.  
Untuk menjelaskan kapan terdapatnya kemampuan bertanggung 
jawab pidana, dapat dengan dua cara yaitu ;  
1. Dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang 
menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung 
jawab atas semua perbuatannya (tindak pidana). Apabila tidak 
terdapat dua keadaan jiwa tersebut yaitu tidak cacat dalam 
pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit 
demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.  
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2. Dengan menghubungkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan 
mengikuti pendapat Satocid Kartanegara, orang yang mampu 
bertanggung jawab ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:  
a. Keadaan jiwa yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia 
mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendak 
terhadap perbuatan yang ia lakukan;  
b. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa, sehingga ia 
mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai 
perbuatannya serta akibatnya;  
c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu 
untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) 
dilakukan itu adalah suatu kelakuan yang tercela atau 
kelakukan yang tidak dibenarkan oleh hukum.  
Untuk mengetahui apakah dalam diri terdakwa terdapat 
kemampuan bertanggung jawab atau tidak dapat dilihat dari gambaran 
umum mengenai kasus tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP 
dan pendapat para pakar. 
1. Identitas Terdakwa 
Nama  : SUWITTO Bin AMIR CONDA 
Tempat Lahir  : Desa Banti Kab. Enrekang 
Umur/Tgl Lahir  : 19 Tahun / 10 Nopember 1994 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Tempat Tinggal  :  Desa Banti Kecamatan Baraka Kab. 
Enrekang 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar 
Pendidikan  : SMA 
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2. Posisi Kasus 
Bahwa terdakwa SUWITTO Bin AMIR CONDA, pada hari jum‟at 
tanggal 05 April 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan poros Enrekang 
Rappang Sidrap Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan Panca Rijang 
Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng 
Rappang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat 
terdakwa mengemudikan mobil Kijang Krista nomor polisi DD 1714 OG 
dengan mengangkut 8 (delapan) orang penumpang berjaan dari Enrekang 
menuju Makassar atau dari arah utara ke arah selatan dengan kecepatan 
sekitar 80/90 (delapan puluh atau sembilang puluh) KM/Jam, jalan dalam 
keadaan baik dan lurus dan beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi. 
Saat melintas dijalan tersebut, di sebagian badan jalan dan bahu jalan 
terparkir (berhenti) mobil Panther Pick Up nomor polisi DD 8983 IR yang 
mana dalam jarak sekitar 1 (satu) meter di depan mobil Panther Pick Up 
tersebut juga terparkir mobil Kijang Innova nomor polisi B 1844 UKT milik 
Ir. H. Pelita Umar, sehingga seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan 
karena di jalan tersebut terparkir mobil Panther Pick Up, namun terdakwa 
tidak mengurangi kecepatan mobil Kijang Krista yang dikemudikannya 
sehingga terdakwa tidak melihat mobil Panther Pick Up yang sedang 
berhenti di pinggir jalan tersebut sehingga karena jarak antara Kijang 
Krista yang dikemudikan terdakwa dan Panther Pick Up sudah terlalu 
dekat kemudian bagian depan Kijang Krista menabrak bumper  bagian 
kanan mobil Panther Pick Up dan karena kerasnya benturan tersebut 
mobil Panther Pick Up terdorong ke arah depan menabrak Ir. H. Pelita 
Umar dan lelaki ASRI yang berdiri di depan Panther Pick Up dan 
menabrak mobil Kijang Innova nomor polisi B 1844 UKT yang berhenti di 
depan mobil Panther Pick Up, sehingga mobil Kijang Innova juga 
terdorong ke arah depan, sehingga akibat keadian tersebut korban Ir. H. 
Pelita Umar terjatuh dengan posisi tertelungkup menghadap ke selatan 
serong ke timur sedangkan lelaki Asri tengkurap dengan kepala berada di 
sebelah utara, sedangkan mobil Panther Pick Up DD 8983 IR berada di 
bahu jalan sebelah timur menghadap ke timur, mobil Kijang Innova B 1844 
UKT berada di bahu jalan sebelah timur menghadap ke timur, dan mobil 
Kijang Krista DD 1704 OG berada di bahu jalan sebelah kiri menghadap 
ke selatan. Adapun Korban perempuan Alifa Naura Rayani yang menjadi 





3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Dakwaan pada umumnya dapat diartikan berupa berupa surat yang 
memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, 
perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan 
penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang 
dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan 
tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang 
pengadilan. 
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
kumulatif subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan 
dakwaan pertama terlebih dahulu kemudian memilih dakwaan selanjutnya 
Menimbang bahwa dakwaan pertama adalah pasal 310 ayat (4) 
UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang 
unsur unsur sebagai berikut: 
• Unsur setiap orang 
• Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena 
kelalaiannnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
• Dengan korban meninggal dunia 
 
a. Unsur ‘Setiap Orang’ 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, 
dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In 
Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap 
dalam Dakwaan. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 
dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara 
mendengarkan keterangan saksi yang materinya secara substansial 
bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili 
dipersidangan, adalah seseorang yang bernama SUWITTO Bin AMIR 
CONDA, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap 
orang. 
Menimbang bahwa dengan demikian setiap orang dapat dibuktikan; 
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b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena 
kelalaiannnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; 
Menimbang bahwa dalam Undang-undang tidak ditentukan apa 
arti dari Kelalaian (Culpa) , namun pengertian Culpa tersebut dapat 
diketahui dari ilmu pengetahuan hukum pidana dimana menjelaskan 
inti, sifat-sifat, atau ciri- cirinya adalah : 
• Sengaja melakukan suatu tindakan yang nyata salah karena 
menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya ia 
menggunakan ingatannya dengan sebaik-baiknya, tetapi ia 
tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan 
suatu tindakan (aktif atau passif) dengan kurang 
kewaspadaan yang diperlukan (dikenal dengan istilah Culpa 
latah). 
• Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi 
merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan 
terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang 
akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak 
diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena 
bersifat melawan hukum. 
 
Menimbang bahwa Dalam ajaran hukum pidana menjelaskan pula 
adanya gradasi Culpa dari sudut kesadaran yaitu ; 1). Kelalaian yang 
disadari dan 2). Kesadaran yang tidak disadari. Dikatakan sebagai 
“Kelalaian yang disadari” , jika pelaku dapat membayangkan / 
memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan 
tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, 
namun akibat itu timbul juga. Dan dikatakan sebagai “Kelalaian yang tidak 
disadari” bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya 
suatu akibat, tetapu seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) 
pelaku dapat membayangkannya. 
Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan maka 
diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari 
Jum'at tanggal 05 April 2013 sekitar pukul 23.00 bertempat di jalan poros 
Enrekang Rappang Sidrap Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan Panca 
Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang antara mobil yang dikemudikan 
terdakwa yang mengendarai mobil Kijang Krista yang menabrak dari 
belakang mobil Panther Pick Up yang sedang parkir di bahu jalan, 
kemudian mobil Panther Pick Up menabrak mobil Kijang Innova yang 
parkir di depannya; 
Menimbang bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan mobil 
Kijang Krista nomor polisi DD 1714 OG dengan mengangkut 8 (delapan) 
orang penumpang berjalan dari Enrekang menuju Makassar atau dari 
arah utara ke arah selatan dengan kecepatan sekitar 80/90 (delapan 
puluh atau Sembilan puluh) KM/Jam; 
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Menimbang bahwa keadaan jalan dalam keadaan baik lurus dan 
beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi. Saat melintas di jalan tersebut, 
di sebagian badan jalan dan bahu jalan terparkir (berhenti) mobil Panther 
Pick Up nomor polisi DD 8983 IR yang mana dalam jarak sekitar 1 (satu) 
meter di depan mobil Panther Pick Up tersebut juga terparkir mobil Kijang 
Innova nomor polisi B 1844 UKT milik Ir. H. Pelita Umar; 
Menimbang bahwa seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan 
karena di jalan tersebut terparkir mobil Panther Pick Up, namun terdakwa 
tidak mengurangi kecepatan mobil Kijang Krista yang dikemudikannya 
sehingga terdakwa akhirnya menabrak mobil Panther Pick Up yang 
sedang berhenti di pinggir jalan tersebut karena jarak antara Kijang Krista 
dan Panther Pick Up sudah terlalu dekat kemudian bagian depan Kijang 
Krista menabrak bamper bagian kanan mobil Panther Pick Up sehingga 
korban Muh. Ilyas Bin Tanu dan Asri Abbas yang sedang berada di atas 
mobil Panther Pick Up terlempar ke dalam selokan dan karena kerasnya 
benturan tersebut mobil Panther Pick Up terdorong ke arah depan; 
Menimbang bahwa selanjutnya mobil terdakwa menabrak mobil 
Kijang Innova nomor polisi B 1844 UKT yang berhenti di depan mobil 
Panther Pick Up, sehingga mobil Kijang Innova juga terdorong ke arah 
depan dan menabrak korban Ir. H. Pelita Umar, Ilham Al. Gulli Bin Ir. H. 
Pelita Umar yang sedang berdiri di samping kanan mobil Kijang Innova, 
sehingga korban Ilham Al. Gulli Bin Ir. H. Pelita Umar terjatuh di sebelah 
kanan depan mobil Kijang Innova, sedangkan mobil 
Panther Pick Up DD 8983 IR berada di bahu jalan sebelah timur 
menghadap ke timur, mobil Kijang Innova B 1844 UKT berada di bahu 
jalan sebelah timur menghadap ke selatan serong ke timur, dan mobil 
Kijang Krista DD 1704 OG berada di bahu jalan sebelah kiri menghadap 
ke selatan. Adapun korban perempuan Hawiah dan Alifa Naura Rayani 
yang menjadi penumpang mobil Kijang Krista DD 1704 OG tetap berada 
di dalam mobil Kijang Krista. 
Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan juga menerangkan 
bahwa terdakwa tidak melihat mobil didepannya, baru sekitar 3 meter 
terdakwa menyadari kalau didepan mobilnya ada mobil lainnya yang 
sedang berhenti; 
Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa sempat 
memejamkan mata sebelum kejadian tabrakan itu terjadi; 
Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah lalai dengan 
tidak memperhatikan jalan yang ada didepannya dan sempat 
memejamkan mata dan tidak memperhatikan kondisi jalan didepan; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 
mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannnya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum; 
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c. Dengan korban meninggal dunia 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat kecelakaan 
lalu lintas antara mobil Kijang Krista DD 1714 OG yang dikemudikan 
oleh terdakwa yang menabrak dari belakang mobil Panther Pick Up 
DD 8983 IR yang sedang parkir di bahu jalan, kemudian menabrak 
mobil Kijang Innova B 1844 UKT yang parkir di depan Panther Pick 
Up mengakibatkan 2 (dua) orang yang berada di sekitar mobil 
Panther Pick Up dan Kijang Innova berhenti/parker meninggal 
dunia yaitu Ir. H. Pelita Umar, Asri Bin Abbas, dan 1 (satu) orang 
penumpang mobil Kijang Krista yang dikemudikan terdakwa juga 
meninggal dunia yaitu Alifa Naura Rayani. Hal ini dikuatkan dengan 
alat bukti surat berupa : 
 
1. Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/RSG/IV/2013 
tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani 
oleh Dokter Hadiyat Mahdi, Dokter pada Rumah Sakit 
Grestelina Makassar menyatakan korban Ir. H. Pelita 
Umar sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : pada 
pemeriksaan ditemukan : 
• Kepala : terdapat perdarahan aktif pada luka robek sekitar 
lima belas sentimeter pada daerah belakang kepala 
 
Kesimpulan : Keadaan yang ditemukan seperti pada hasil 
pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan keras benda 
tumpul sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal 
dunia 
 
2. Visum Et Repertum Nomor : 371/319/RSUD AM/V/2013 
tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Dokter Sari Asriani, Dokter pada Rumah Sakit Umum 
Daerah A. Makkasau Kota Parepare menyatakan korban 
Asri Bin Abbas sebagai berikut : 
• Kesadaran menurun 
• Mual,muntah 
• Keluar darah dari hidung dan telinga 
 
Kesimpulan : 
- Diagnosa : trauma kepala berat 
- Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : diduga karena 
benturan benda keras. 
- Meninggal tanggal 06 Mei 2013 jam 02.42 WITA 
 
3. Visum Et Repertum Nomor : 371/235/RSUD AM/IV/2013 
tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Dokter Syifa F. Giowani, Dokter pada Rumah Sakit Umum 
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Daerah A. Makkasau Kota Parepare menyatakan korban 
Alifa Naura Rayani sebagai berikut : 
• Kesadaran menurun, tampak ngantuk, pucat 
• Jejas pada dada dan dahi. Kedua pupil (mata hitam) melebar. 
Teraba akral dingin. 
• Keadaan umum lemah. Arteri carotis tak teraba. 
• Denyut jantung tak terdengar. 
Diagnosa :trauma kepala berat. Trauma tumpul dada 
 
Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Diduga karena benturan 
benda keras. 
Meninggal tanggal 06 April 2013 jam 12.15 WITA 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 
mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannnya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum; 
Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan saksi-saksi 
dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, maka 
perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 
dakwaan kesatu Penuntut Umum; 
 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan kedua yang menurut majelis hakim terbukti 
berdasarkan fakta persidangan yaitu pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 
2009 yang unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Barang siapa”; 
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena 
kelalaiannnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
3. Dengan korban luka ringan; 
 
1. Unsur „Setiap Orang' 
Menimbang bahwa unsur ini telah majelis hakim pertimbangkan 
dalam pertimbangan sebelumnya maka majelis hakim mengambil alih 
pertimbangan hukum tersebut; 
Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang dapat 
dibuktikan; 
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannnya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
Menimbang bahwa unsur ini telah pula majelis hakim 
pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka majelis hakim 
mengambil alih pertimbangan hukum tersebut; 
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat 
dibuktikan; 
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang 
Menimbang bahwa yang dikatakan luka berat yaitu luka parah yaitu 
luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, 
terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan, kehilangan panca 
 54 
indera, cacat, lumpuh, atau pikiran menjadi terganggu; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara 
mobil Kijang Krista DD 1714 OG yang dikemudikan oleh terdakwa yang 
menabrak 
dari belakang mobil Panther Pick Up DD 8983 IR yang sedang parkir di 
bahu jalan, kemudian menabrak mobil Kijang Innova B 1844 UKT yang 
parkir di depan Panther Pick Up mengakibatkan 2 (dua) orang yang 
berada di sekitar mobil Panther Pick Up dan Kijang Innova 
berhenti/parker mengalami luka berat yaitu Muh. Ilham Pelita, Ilyas Tanu, 
dan 1 (satu) orang penumpang mobil Kijang Krista yang dikemudikan 
terdakwa juga mengalami luka ringan yaitu perempuan Hawiah. 
Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 033/ 
VER/RSG/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani 
oleh Dokter Vanency Loardy, Dokter pada Rumah Sakit Grestelina 
Makassar menyatakan korban Ilham Bin Pelita Umar sebagai berikut : 
Hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan ditemukan : 
• Memar kebiruan di panggul kiri dengan ukuran diameter sekitar 
dua puluh sentimeter disertai luka lecet di atasnya dengan 
ukuran panjang lima sentimeter. 
• Luka lecet di siku ukuran diameter sekitar tiga sentimeter. 
 
Kesimpulan : Keadaan yang ditemukan seperti pada hasil pemeriksaan di 
atas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul, Visum Et 
Repertum Nomor : 06/RS-AN/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Andi Azizah, Dokter pada 
Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang menyatakan korban Ilyas Tanu 
sebagai berikut : 
 
Hasil pemeriksaan : 
• Luka robek pada dahi uk + 3 x 2 x 0,5 cm. 
• Luka lecet pada hidung 
• Nyeri pada bahu kanan, bengkak (-) 
 
Kesimpulan 
- Patah tulang bahu kanan 
- Luka akibat kekerasan benda tumpul 
 
Dan Visum Et Repertum Nomor : 371/256/RSUD AM/IV/2013 tanggal 
22 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sari 
Asriani, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau Kota 
Parepare menyatakan korban Hawiah sebagai berikut :  
• Luka robek pada kepala bagian kiri 




Diagnosa :trauma kepala sedang. Luka robek 
Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Diduga karena terbentur pada 
benda keras. Opname tanggal 06 April 2013 
Menimbang bahwa dari hasil visum et repertum tersebut majelis 
hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban 
termasuk dalam luka-luka yang dapat disembuhkan; 
Menimbang bahwa selain menyebabkan luka ringan akibat 
perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerusakan parah pada 
barang milik saksi Yenni Yasmin binti Yasmin berupa: 
• mobil Panther Pick Up DD 8983 IR 
• mobil Kijang Innova B 1844 UKT 
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula; 
Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah 
memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut 
Umum dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, 
dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara 
sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 2 
Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum; 
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa SUWITTO Bin AMIR CONDA, bersalah 
melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan 
kendaraan bermotor menyebabkan matinya orang dan orang lain 
mengalami luka berat. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWITTO Bin AMIR 
CONDA dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) tahun dan 6 
(enam) bulan dikurangi tahanan sementara dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan. 
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3. Menyatakan barang bukti berupa : 
• 1 (satu) unit mobil Kijang Krista dengan nomor polisi DD 1714 
OG. 
• 1 (satu) lembar SNTK mobil Kijang Krista dengan nomor polisi 
DD 1714 OG. 
• 1 (satu) lembar SIM B I UMUM atas nama SUWITTO. 
Dikembalikan kepada terdakwa SUWITO Bin AMIR CONDA 
• 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up dengan nomor polisi DD 
8983 IR. 
• 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan nomor polisi B 1844 
UKT. 
• 1 (satu) lembar STNK mobil Panther Pick Up dengan nomor 
polisi DD 8983 IR. 
• 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Innova dengan nomor polisi 
B 1844 UKT Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. H. Pelita 
Umar melalui saksi Hj. Yenni Yasmin Binti Yasmin 
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
Mengingat, Pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 2 Undang-undang 
RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU 




1. Menyatakan Terdakwa SUWITTO Bin AMIR CONDA terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal 
dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
• 1 (satu) unit mobil Kijang Krista dengan nomor polisi DD 1714 
OG. 
• 1 (satu) lembar SNTK mobil Kijang Krista dengan nomor 
polisi DD 1714 OG. 
• 1 (satu) lembar SIM B I UMUM atas nama SUWITTO. 
Dikembalikan kepada terdakwa SUWITO Bin AMIR CONDA 
• 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up dengan nomor polisi DD 
8983 IR. 
• 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan nomor polisi B 1844 
UKT. 
 58 
• 1 (satu) lembar STNK mobil Panther Pick Up dengan nomor 
polisi DD 8983 IR. 
• 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Innova dengan nomor polisi 
B 1844 UKT 
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. H. Pelita Umar melalui 
saksi Hj.Yenni Yasmin Binti Yasmin 
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah); 
 
6. Komentar Penulis  
Melihat dari kasus diatas, pertanggungjawaban pidana terdakwa 
dapat diuraikan sebagai berikut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
mengenai pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara jelas dalam 
KUHP, tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan alasan seseorang 
tidak dapat dipidana. Sedangkan menurut E.Y Kanter (2002 : 249), 
dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada 
umumnya:  
Keadaan jiwanya:  
1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair).  
2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu,idiot, dan 
sebagainya).dan  
3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, 
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karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain 
dia dalam keadaan sadar.  
Kemampuan jiwanya :  
1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,  
2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan 
dilaksanakan atau tidak dan,  
3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
Jika dikaitkan dengan keadaan terdakwa pada saat kejadian 
tersebut, maka penulis menjabarkannya sebagai berkut ;  
Keadaan jiwanya ;  
- Terdakwa tidak terganggu oleh penyakit maupun tidak cacad dalam 
pertumbuhan karena terdakwa dapat mengemudikan kendaraan 
bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).  
- Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak di bawah pengaruh apapun.  
 
Kemampuan jiwanya :  
-  Terdakwa menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya 
merupakan suatu tindak pidana Kelalaian yang menyebabkan 
orang lain meninggal dunia.  
- Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan itu salah dan 
melawan hukum.  
 
Unsur kemampuan bertanggungjawab terdakwa telah terpenuhi, hal 
ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
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bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa juga 
menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan melawan 
hukum.  
Unsur adanya perbuatan jelas terpenuhi, ini berdasarkan atas fakta 
yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Suwitto Bin Amir 
Conda telah bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam 
mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan kematian atau luka. 
Jadi, benar bahwa pada diri terdakwa terdapat kesalahan yaitu berupa 
suatu kelalaian. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Kelalaian yang Menakibatkan Kematian Atau Luka Dalam 
Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.B/2013/PN.Sidrap 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
perkara Nomor 120/Pid.B/2013/PN.Sidenreng Rapang berdasarkan 
beberapa pertimbangan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh 
penuntut umum. 
Unsur kelalaian perbuatan terdakwa tersebut jelas terdapat dalam 
dakwaan penuntut umum, dimana karena kelalaiannya mengemudikan 
kendaraan sehingga menyebabkan akibat yang tidak dikehendaki yaitu 
orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Setelah melihat isi surat 
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dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan sanksi terhadap 
terdakwa. Maka hakim mensinergikan dengan alat bukti kejadian. 
Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan ;  
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
 
Jadi Pasal 183 KUHAP tersebut menjelaskan standar minimum 
untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yaitu selain daripada 
keyakinan hakim harus di dukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti 
agar seseorang dapat dinyatakan bersalah. Adapun alat bukti yang 
didapatkan, yaitu : 
1. Keterangan Saksi 
a. Saksi Muh. Ilyas Bin Tanu 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi 
bersama-sama dengan teman saksi yang lain yang jumlahnya 
kurang lebih 10 (sepuluh) orang. 
• Bahwa benar saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 
WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa 
Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar peristiwa kecelakaan yang menimpa saksi 
melibatkan mobil Kijang Krista yang menabrak dari belakang 
mobil Panther Pick 
•  
Up yang sedang parkir di bahu jalan, kemudian mobil Panther Pick Up 
menabrak mobil Kijang Innova yang parkir di depannya. 
 
• Bahwa benar semula penumpang mobil Panther Pick Up ada 6 
(enam) orang, dan penumpang mobil Kijang Innova sebanyak 4 
(empat) orang termasuk lelaki PELITA UMAR. 
• Bahwa benar mobil Panther Pick Up dan mobil Kijang Innova 
parkir di bahu jalan menghadap ke arah selatan dengan jarak 
sekitar 1 (satu) meter. 
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• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi, 
jalan lurus, dan keadaan terang karena ada lampu penerangan 
jalan. 
• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, saksi tidak ingat apakah 
lampu mobil Pick Up Panther menyala atau tidak. 
• Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ada 
mendengar bunyi klakson atau bunyi rem. 
• Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu kejadian tersebut 
posisi saksi sedang berada di atas mobil Panther Pick Up di 
bagian kepala Pick Up sebelah kiri sementara memangkas 
ranting pohon yang ada di pinggir jalan. 
• Bahwa benar saat saksi sedang berada di atas mobil Panther 
Pick Up sementara memangkas ranting pohon yang ada di 
pinggir jalan, tiba-tiba ditabrak mobil Kijang Krista yang 
dikemudikan terdakwa dari arah belakang. 
• Bahwa benar saat mobil Panther Pick Up ditabrak dari belakang 
oleh terdakwa, di atas mobil Panther ada 2 (dua) orang yaitu 
saksi dan lelaki Nasir yang berada di bak belakang. 
• Bahwa benar setelah mobil Panther ditabrak oleh terdakwa, 
saksi terlempar sekitar 3 (tiga) meter dan terjatuh ke dalam 
selokan, dan saksi tidak mengetahui posisi-posisi mobil setelah 
ditabrak. 
• Bahwa benar akibat mobil Panther Pick Up ditabrak oleh 
terdakwa, saksi mengalami luka yaitu patah pada tangan kanan 
dan kening sebelah kanan robek. 
• Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, saksi dirawat inap 
selama 4 (empat) hari di rumah sakit Arifin Nu'mang Rappang. 
• Bahwa benar selain saksi mengalami luka, ada korban lain 
akibat kecelakaan tersebut yaitu lelaki ASRI dan lelaki PELITA 
UMAR meninggal dunia, sedangkan lelaki ILHAM mengalami 
luka di pinggul. 
• Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, posisi lelaki PELITA 
UMAR berada di depan mobil Panther Pick Up yang ditumpangi 
oleh saksi. 
• Bahwa benar saksi mengetahui setelah kejadian kecelakaan, 
posisi lelaki ASRI, PELITA UMAR, dan ILHAM berjejer di pinggir 
jalan. 
• Bahwa benar saat saksi memeriksa korban PELITA UMAR, 
saksi tidak melihat luka pada tubuh PELITA UMAR, kemudian 
saksi menolong lelaki ILHAM yang tidak bias berdiri. 
• Bahwa benar saksi mengetahui bahwa lelaki PELITA UMAR 
dan ASRI meninggal dunia dari pembesuk yang menengok 
dirinya di rumah sakit. 
 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa saat 
terjadi kecelakaan tidak ada lampau jalan 
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b. Saksi Salman Bin Ismail 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh teman 
saksi yaitu PELITA UMAR dan beberapa teman saksi yang lain 
yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang. 
• Bahwa benar saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 
WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa 
Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil 
Kijang Krista yang menabrak dari belakang mobil Panther Pick 
Up yang sedang parkir di bahu jalan, kemudian mobil Panther 
Pick Up menabrak mobil Kijang Innova yang parkir di depannya. 
• Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, mobil 
Kijang Krista bergerak dari utara ke arah selatan dan menabrak 
mobil Panther Pick Up yang sedang parker di bahu jalan 
menghadap ke selatan kemudian mobil Panther menabrak 
Kijang Innova yang parker di depannya. 
• Bahwa benar saksi tidak melihat saat kejadian kecelakaan, baru 
setelah tabrakan, saksi melihat. 
• Bahwa benar mobil Panther Pick Up dan mobil Kijang Innova 
parkir di bahu jalan mepet ke pohon menghadap ke arah 
selatan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. 
• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi, 
jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan terang karena ada lampu 
penerangan jalan dan ada lampu penerangan di depan masjid. 
• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, saksi tidak ingat apakah 
lampu mobil Pick Up Panther menyala atau tidak. 
• Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ada 
mendengar bunyi klakson atau bunyi rem. 
• Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu kejadian tersebut 
posisi saksi berada di seberang jalan sebelah barat di depan 
masjid, sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian. 
• Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan, saksi melihat 
korban PELITA UMAR berada di depan Kijang Innova, 
sedangkan korban ASRI berada di depan mobil Panther Pick 
Up. 
• Bahwa benar setelah kecelakaan, pertama kali saksi melihta 
korban ILHAM dan ASRI, lalu saksi mencari korban PELITA 
UMAR. 
• Bahwa benar saksi menemukan PELITA UMAR di depan mobil 
Krista dalam keadaan tidak sadar dan saksi tidak melihat ada 
darah keluar dari korban PELITA UMAR. 
• Bahwa benar setahu saksi, akibat dari kecelakaan tersebut 
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lelaki ASRI dan lelaki PELITA UMAR meninggal dunia, 
sedangkan lelaki ILHAM mengalami luka di pinggul. 
• Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara di 
dalam berkas perkara. 
 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
c. Saksi Ilyas Bin Gani 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh teman 
saksi yaitu PELITA UMAR dan beberapa teman saksi yang lain 
yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang. 
• Bahwa benar saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 
WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa 
Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil 
Kijang Krista yang menabrak dari belakang mobil Panther Pick 
Up yang sedang parkir di bahu jalan, kemudian menabrak mobil 
Kijang Innova yang parkir di depan Panther Pick Up. 
• Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, mobil 
Kijang Krista bergerak dari utara ke arah selatan dan menabrak 
mobil Panther Pick Up yang sedang parkir di bahu jalan 
menghadap ke selatan kemudian menabrak Kijang Innova yang 
parkir di depan Panther Pick Up. 
• Bahwa benar menurut saksi, mobil Kijang Krista saat menabrak 
Panther Pick Up dalam kecepatan tinggi, karena sebelum 
kejadian saksi melihat 2 (dua) mobil lewat dengan kecepatan di 
atas 100 (seratus) Km/jam. 
• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi, 
jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan terang karena ada lampu 
penerangan jalan dan ada lampu penerangan di depan masjid. 
• Bahwa benar sebelum kejadian saksi berdiri di dekat korban 
PELITA UMAR, yaitu di dekat Kijang Innova. 
• Bahwa benar menurut saksi, korban PELITA UMAR ditabrak 
oleh Kijang Krista yang dikemudikan oleh terdakwa. 
• Bahwa benar menurut saksi, setelah ditabrak Kijang Krista yang 
dikemudikan oleh terdakwa, saksi melihat keluar darah dari 
telinga korban PELITA UMAR. 
• Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ada 
mendengar bunyi klakson atau bunyi rem. 
• Bahwa benar menurut saksi, korban akibat kecelakaan tersebut 
ada 3 (tiga) orang yaitu PELITA UMAR, ILHAM, dan ASRI. 
• Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan, PELITA UMAR 
ditemukan di samping kiri Kijang Krista dalam posisi 
 65 
tertelungkup menghadap ke selatan, sedangkan ILHAM di 
samping kiri belakang Kijang Krista. 
• Bahwa benar korban ASRI ditemukan dekat dengan PELITA 
UMAR. 
• Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan, mobil Panther Pick Up 
dan Kijang Innova menghadap serong ke timur, sedangkan 
Kijang Krista menghadap ke selatan. 
• Bahwa benar saksi selamat dari kecelakaan tersebut karena 
saksi melompat, kira-kira 5 (lima) meter dari ditemukannya 
PELITA UMAR. 
• Bahwa benar setahu saksi, akibat dari kecelakaan tersebut 
lelaki ASRI dan lelaki PELITA UMAR meninggal dunia, 
sedangkan lelaki ILHAM mengalami luka di pinggul. 
• -Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara di 
dalam berkas perkara 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
d. Saksi Nasir Bin Abdul Halim 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh teman 
saksi yaitu PELITA UMAR dan beberapa teman saksi yang lain 
yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang. 
• Bahwa benar saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 
WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa 
Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil 
Kijang Krista yang menabrak dari belakang mobil Panther Pick 
Up yang sedang parkir di bahu jalan, kemudian menabrak mobil 
Kijang Innova yang parkir di depan Panther Pick Up. 
• Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, mobil 
Kijang Krista bergerak dari utara ke arah selatan dan menabrak 
mobil Panther Pick Up yang sedang parkir di bahu jalan 
menghadap ke selatan kemudian menabrak Kijang Innova yang 
parkir di depan Panther Pick Up. 
• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi, 
jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan terang karena ada lampu 
penerangan jalan dan ada lampu penerangan di depan masjid. 
• Bahwa benar sebelum kejadian saksi berada di atas mobil 
Panther Pick Up sementara sedang berdiri. 
• Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi terlempar ke belakang 
mobil hingga tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet siku 
kanan dan sakit pada dada namun tidak sampai masuk rumah 
sakit. 
• Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ada 
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mendengar bunyi klakson atau bunyi rem. 
• Bahwa benar menurut saksi, korban akibat kecelakaan tersebut 
ada 3 (tiga) orang teman saksi yang menjadi korban yaitu 
PELITA UMAR, ILHAM, dan ASRI. 
• Bahwa benar saksi mengetahui bahwa penumpang Kijang 
Krista juga ada yang menjadi korban, namun saksi tidak 
mengetahui persis berapa korbannya. 
• Bahwa benar setahu saksi, akibat dari kecelakaan tersebut 
lelaki ASRI dan lelaki PELITA UMAR meninggal dunia, 
sedangkan lelaki ILHAM mengalami luka di pinggul. 
• Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara di 
dalam berkas perkara. 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
e. Saksi Ilham Al. Gulli Bin Ir. H. Pelita Umar, SH., MH. 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi 
dan beberapa teman saksi yang lain yang jumlahnya kurang 
lebih 10 (sepuluh) orang. 
• Bahwa benar saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 
WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa 
Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil 
Kijang Krista yang menabrak dari belakang mobil Panther Pick 
Up yang sedang parkir di bahu jalan, kemudian Panther Pick Up 
menabrak mobil Kijang Innova yang parkir di depan Panther 
Pick Up. 
• Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, mobil 
Kijang Krista bergerak kencang dari utara ke arah selatan (dari 
arah Enrekang) dan menabrak mobil Panther Pick Up yang 
sedang parkir di bahu jalan menghadap ke selatan kemudian 
Panther Pick Up menabrak Kijang Innova yang parkir di depan 
Panther Pick Up. 
• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi, 
jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan terang karena ada lampu 
penerangan jalan dan ada lampu penerangan di depan masjid. 
• Bahwa benar saksi yang memarkir mobil Kijang Innova, dan 
yang memarkir Panther Pick Up adalah lelaki ASRI, jarak antara 
Panther dan Innova kurang lebih 1 (satu) meter, dan saat parkir, 
lampu kota Panther Pick Up dan Kijang Innova hidup. 
• Bahwa benar sebelum kejadian saksi berada di samping kanan 
mobil Kijang Innova. 
• Bahwa benar sebelum kejadian, PELITA UMAR berada di 
belakang Panther Pick Up. 
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• Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka yaitu 
retak pada tulang pinggul sebelah kiri, memar pada pinggul 
sebelah kiri dan luka lecet siku sebelah kiri, sampai dengan 
sekarang belum sembuh, masih berobat jalan, dan saksi 
sempat dirawat di rumah sakit Grestelina Makassar selama 4 
(empat) hari. 
• Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, ayah saksi yaitu 
PELITA UMAR juga mengalami luka karena terpental sejauh 10 
(sepuluh) meter, dirawat di rumah sakit Makassar dan akhirnya 
meninggal dunia 4 (empat) hari setelah kejadian. 
• Bahwa benar menurut saksi, PELITA UMAR mengalami luka 
dan akhirnya meninggal dunia karena tertabrak Kijang Krista 
yang dikemudikan terdakwa. 
• Bahwa benar selain saksi dan PELITA UMAR, lelaki ASRI juga 
menjadi korban dan meninggal dunia akibat kecelakaan 
tersebut. 
• Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ada 
mendengar bunyi klakson atau bunyi rem. 
• Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, mobil Panther Pick 
Up dan Kijang Innova mengalami kerusakan. 
• Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara di 
dalam berkas perkara. 
 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa 
Terdakwa menabrak mobil Panther terlebih dahulu, tidak menabrak 
orang; 
 
f. Saksi Muh. Rizal Asad Bin Asad 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi 
dan beberapa teman saksi yang lain yang jumlahnya kurang 
lebih 10 (sepuluh) orang. 
• Bahwa benar saksi menerangkan kejadian kecelakaan 
tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar 
jam 23.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun 
Boddi Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
• Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil 
Kijang Krista yang menabrak dari belakang mobil Panther Pick 
Up yang sedang parkir di bahu jalan, kemudian menabrak mobil 
Kijang Innova yang parkir di depan Panther Pick Up. 
• Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi 
melihat mobil Kijang Krista bergerak kencang dari utara ke arah 
selatan (dari arah Enrekang) dengan kecepatan lebih dari 100 
(seratus) Km/jam dan menabrak mobil Panther Pick Up yang 
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sedang parkir di bahu jalan menghadap ke selatan kemudian 
menabrak Kijang Innova yang parkir di depan Panther Pick Up. 
• Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi, 
jalan lurus, cuaca cerah dan keadaan terang karena ada lampu 
penerangan jalan dan ada lampu penerangan di depan masjid. 
• Bahwa benar saat parkir, lampu Panther Pick Up dan Kijang 
Innova dalam posisi hidup/menyala. 
• Bahwa benar sebelum kejadian saksi berada di depan mobil 
Kijang Innova bersama dengan ILYAS GANI dan PELITA 
UMAR. 
• Bahwa benar saksi bisa selamat dari kecelakaan karena bisa 
menghindar dengan cara melompat. 
• Bahwa benar menurut saksi, PELITA UMAR tertabrak Kijang 
Krista yang dikemudikan terdakwa dan terlempar, kemudian 
dirawat di Rappang selama 2 (dua) jam, di bawa ke Parepare, 
kemudian dibawa ke Makassar. 
• Bahwa benar menurut saksi, PELITA UMAR mengalami luka 
dan akhirnya meninggal dunia karena tertabrak Kijang Krista 
yang dikemudikan terdakwa. 
• Bahwa benar selain PELITA UMAR, lelaki ASRI juga menjadi 
korban dan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. 
• Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ada 
mendengar bunyi klakson atau tanda-tanda lampu. 
• Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara di 
dalam berkas perkara. 
 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
g. Saksi Hj. Yenni Yasmin Binti Yasmin, 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami 
saksi yaitu PELITA UMAR dan anak saksi yang bernama 
ILHAM. 
• Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 
WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa 
Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar saat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi tidak 
berada di tempat kejadian, hanya pada saat itu saksi mendapat 
telepon dari SALMAN yang meminta kepada saksi untuk 
disediakan ambulan, karena suami saksi yaitu PELITA UMAR 
beserta kawan-kawannya mengalami kecelakaan, kemudian 
saksi menuju rumah sakit Arifin Nu'mang dan benar suami saksi 
dan anaknya mengalami luka-luka kemudian dirujuk ke rumah 
sakit Andi Makassau Parepare, kemudian dirujuk ke rumah sakit 
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Grestelina Makassar, dan setelah dirawat selama 4 (empat) 
hari, suami saksi meninggal dunia. 
• Bahwa benar PELITA UMAR meninggal karena luka di paha 
kiri, kepala, dan tulang rusuk menusuk paru-paru. 
• Bahwa benar menurut saksi, ada 2 (dua) orang korban 
meninggal yaitu PELITA UMAR dan ASRI, serta 2 (dua) orang 
luka akibat kecelakaan tersebut. 
• Bahwa benar saksi meminta kepada terdakwa untuk 
memperbaiki mobil yang rusak akibat kecelakaan tersebut. 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
h. Saksi Mariana Binti Laibing, 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami 
saksi yaitu lelaki ASRI. 
• Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut 
terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 
WITA, bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa 
Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar saat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi sedang 
berada di rumahnya dan saksi mengetahui kecelakaan yang 
menimpa suaminya setelah diberi tahu oleh tante saksi yang 
bernama PAISA yang mengatakan bahwa suami saksi 
mengalami kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit 
Arifin Nu'mang Rappang Kab. Sidrap. 
• Bahwa benar kemudian suami saksi dirujuk ke rumah sakit Andi 
Makassau Parepare dan meninggal dunia setelah beberapa 
saat dirawat. 
• Bahwa benar suami saksi mengalami luka pada kepala, luka 
pada jari tangan kiri dan tidak sadarkan diri. 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
i. Saksi Ila Binti Hama (dibacakan dipersidangan) 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi. 
• Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari 
Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat 
di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan 
Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar saat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi adalah 
penumpang mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh 
terdakwa Suwitto, sebelum terjadi kecelakaan, mobil bergerak 
dari Enrekang menuju Makassar. 
• Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan 
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bisa terjadi, karena saat terjadi kecelakaan, saksi sedang tidur, 
dan nanti setelah di rumah sakit, saksi baru mengetahui bahwa 
mobil yang ditumpangi saksi menabrak mobil yang sedang 
parkir. 
• Bahwa benar saat menumpang mobil Kijang Krista yang 
dikemudikan oleh terdakwa, saksi duduk di bagian tengah, saat 
berangkat dari Enrekang tidak terlalu kencang, nanti setelah 
sampai di Sidrap berjalan kencang karena jalan lurus. 
• Bahwa benar sebelum kecelakaan saksi tidak melihat mobil 
parker atau merasakan mobil yang ditumpangi mengerem. 
• Bahwa benar akibat kecelakaan terebut saksi mengalami 
bengkak pada leher kanan dan kiri, dan ada penumpang Kijang 
Krista yang meninggal dunia yaitu perempuan ALIFA yang 
duduk di depan. 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
j. Saksi Nurmica Binti Giling (dibacakan dipersidangan) 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi. 
• Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari 
Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat 
di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan 
Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar saat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi adalah 
penumpang mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh 
terdakwa Suwitto, sebelum terjadi kecelakaan, mobil bergerak 
dari Enrekang menuju Makassar. 
• Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan 
bisa terjadi, karena saat terjadi kecelakaan, saksi sedang tidur, 
dan nanti setelah di rumah sakit, saksi baru mengetahui bahwa 
mobil yang ditumpangi saksi menabrak mobil yang sedang 
parkir. 
• Bahwa benar saat menumpang mobil Kijang Krista yang 
dikemudikan oleh terdakwa, saksi duduk di bagian depan, 
memangku cucu saksi yang bernama ALIFA NAURA. 
• Bahwa benar sebelum kecelakaan saksi tidak melihat mobil 
parker atau merasakan mobil yang ditumpangi mengerem. 
• Bahwa benar akibat kecelakaan terebut saksi mengalami luka 
robek pada dahi dan nyeri pada dada, serta cucu saksi yang 
bernama ALIFA NAURA meninggal dunia. 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
k. Saksi Hawiah Binti Wadda (dibacakan dipersidangan) 
• Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi. 
• Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari 
 71 
Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat 
di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan 
Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa benar saat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi adalah 
penumpang mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh 
terdakwa Suwitto, sebelum terjadi kecelakaan, mobil bergerak 
dari Enrekang menuju Makassar. 
• Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan 
bisa terjadi, karena saat terjadi kecelakaan, saksi sedang tidur, 
dan nanti setelah di rumah sakit, saksi baru mengetahui bahwa 
mobil yang ditumpangi saksi menabrak mobil yang sedang 
parkir. 
• Bahwa benar saat menumpang mobil Kijang Krista yang 
dikemudikan oleh terdakwa, saksi duduk di bagian depan, 
bersama dengan cucu saksi yang bernama ALIFA NAURA. 
• Bahwa benar sebelum kecelakaan saksi tidak melihat mobil 
parker atau merasakan mobil yang ditumpangi mengerem. 
• Bahwa benar akibat kecelakaan terebut saksi mengalami luka 
robek telinga kiri, alis kiri dan dirawat di rumah sakit Andi 
Makassau Parepare selama 10 (sepuluh) hari, serta cucu saksi 
yang bernama ALIFA NAURA meninggal dunia. 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
l. Keterangan Ahli 
• Drs. Achmad A. Bin H. Muhammad Amin, Pinrang, 02 Agustus 
1957, Islam, Indonesia, PNS pada Dinas Perhubungan Kab. 
Sidrap, Jln. Poros Pangkajene Dusun Laotang Salo Kel. 
Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, di depan 
persidangan di bawah sumpah sebagai berikut: 
• Benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at 
tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di 
Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan 
Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Benar tempat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut 
termasuk jalan antar kota/jalan antar kabupaten. 
• Benar kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai klas jalan 
tersebut adalah 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) 
Km/Jam. 
• Benar di lokasi yang sama sering terjadi kecelakaan. 
• Benar kecepatan mobil Kijang Krista DD 1744OG melaju 
dengan spik/gigi 4 kecepatan maksimal 70 (tujuh puluh) sampi 
80 (delapan puluh) Km/Jam. 
• Benar apabila mobil Kijang Krista DD 1744 OG dengan 
kecepatan 80 (delapan puluh) sampai 90 (Sembilan puluh) 
Km/Jam berarti masuk spik gigi 5 (lima). 
• Benar gambaran keadaan/situasi jalan tempat kejadian adalah 
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jalanan lurus. 
• Benar di sekitar tempat kejadian kecelakaan terdapat lampu 
penerangan. 
• Benar bahwa di jalan dengan keadaan seperti tersebut di atas, 
mobil Kijang Krista yang berisi 8 (delapan) penumpang melaju 
dengan kecepatan 80 (delapan puluh) sampai 90 (Sembilan 
puluh) Km/ Jam. 
 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; 
 
2. Keterangan Terdakwa 
Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Suwitto Bin 
Amir Conda yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
• Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan 
perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa pada 
hari Jum'at tanggal 06 April 2013 sekitar jam 23.00 WITA, 
bertempat di Jalan Poros Enrekang Dusun Boddi Desa Mario 
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. 
• Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil Kijang 
Krista yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak dari belakang 
mobil Panther Pick Up yang sedang parkir di bahu jalan, 
kemudian menabrak mobil Kijang Innova yang parkir di depan 
Panther Pick Up. 
• Bahwa terdakwa mengemudikan Kijang Krista nomor polisi DD 
1714 OG berangkat dari Enrekang menuju Makassar sekitar 
jam 19.00 WITA dengan membawa 8 (delapan) orang 
penumpang. 
• Bahwa setelah sampai di lokasi kecelakaan di Jalan Poros 
Enrekang Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten 
Sidenreng Rappang terdakwa menabrak mobil Panther Pick Up 
yang parker di bahu jalan kemudian menabrak Kijang Innova 
yang parker di depan Panther Pick Up karena keadaan gelap. 
• Bahwa saat menabrak Panther Pick Up, kecepatan Kijang Krista 
yang dikemudian terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) sampai 
90 (Sembilan puluh) Km/Jam. 
• Bahwa saat menabrak Panther Pick Up, terdakwa tidak melihat 
lampu mobil menyala. 
• Bahwa saat terjadi kecelakaan, keadaan sekitar kejadian dalam 
keadaan terang. 
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• Bahwa terdakwa melihat Panther Pick Up dalam jarak kurang 
lebih 3 (tiga) meter, kemudian berusaha untuk menghindar 
namun tetapa menabrak karena jarak yang sudah terlalu dekat. 
• Bahwa terdakwa hanya merasa menabrak 1 (satu) kali. 
• Bahwa setelah menabrak Panther Pick Up, terdakwa 
mengamankan penumpang ke rumah sakit. 
• Bahwa saat mengalami kecelakaan, terdakwa tidak mabuk atau 
mengantuk. 
• Bahwa posisi penumpang di mobil yang dikemudikan terdakwa 
adalah 3 (tiga) orang di depan dengan anak kecil, di kursi 
tengah 3 (tiga) orang, dan di kursi belakang 3 (tiga) orang. 
• Bahwa sebelum mengendarai, terdakwa sempat periksa mobil. 
• Bahwa terdakwa memilik SIM B dengan cara menembak. 
• Bahwa keluarga terdakwa pernah meminta maaf kepada para 
keluarga korban. 
• Bahwa keluarga terdakwa sudah memperbaiki mobil Panther 
Pick Up yang rusak akibat ditabrak terdakwa. 
• Bahwa terdakwa membernarkan sket tempat kejadian perkara. 
 
3. Surat  
Selain dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang 
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, terdapat pula 
alat bukti berupa surat dari rumah sakit yang merupakan hasil visum dari 
korban akibat kecelakaan tersebut. Adapun bukti surat tersebut sebagai 
berikut ; 
a.  Lelaki Ir. H. Pelita Umar mengalami luka-luka : 
Hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan ditemukan : 
• Kepala : terdapat perdarahan aktif pada luka robek sekitar lima 
belas sentimeter pada daerah belakang kepala 
Kesimpulan : Keadaan yang ditemukan seperti pada hasil 
pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan 
keras benda tumpul sehingga menyebabkan yang 
bersangkutan meninggal dunia 
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Sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan dan kesimpulan 
Visum Et Repertum Nomor : 032/VER/RSG/IV/2013 tanggal 11 April 2013 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Hadiyat Mahdi, Dokter pada 
Rumah Sakit Grestelina Makassar. 
 
b. Lelaki Asri Bin Abbas mengalami luka-luka : 
• Kesadaran menurun 
• Mual,muntah 
• Keluar darah dari hidung dan telinga 
Kesimpulan : 
- Diagnosa : trauma kepala berat 
- Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : diduga karena 
benturan benda keras. 
- Meninggal tanggal 06 Mei 2013 jam 02.42 WITA 
Sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Visum Et Repertum 
Nomor : 371/319/RSUD AM/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dokter Sari Asriani, Dokter pada Rumah Sakit Umum 
Daerah A. Makkasau Kota Parepare. 
 
c. Perempuan Alifa Naura Rayani mengalami luka-luka: 
• Kesadaran menurun, tampak ngantuk, pucat 
• Jejas pada dada dan dahi. Kedua pupil (mata hitam) melebar. 
Teraba akral dingin. 
• Keadaan umum lemah. Arteri carotis tak teraba. 
• Denyut jantung tak terdengar. 
Diagnosa :trauma kepala berat. Trauma tumpul dada 
Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Diduga karena benturan 
benda keras. 
Meninggal tanggal 06 April 2013 jam 12.15 WITA 
Sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Visum Et Repertum 
Nomor : 371/235/RSUD AM/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Dokter Syifa F. Giowani, Dokter pada Rumah 
Sakit Umum Daerah A. Makkasau Kota Parepare 
 75 
d. Lelaki Muh. Ilham Pelita mengalami luka-luka : 
Hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan ditemukan : 
• Memar kebiruan di panggul kiri dengan ukuran diameter sekitar 
dua puluh sentimeter disertai luka lecet di atasnya dengan 
ukuran panjang lima sentimeter. 
• Luka lecet di siku ukuran diameter sekitar tiga sentimeter. 
Kesimpulan : Keadaan yang ditemukan seperti pada hasil 
pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan 
keras benda tumpul. 
Sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan dan kesimpulan 
Visum Et Repertum Nomor : 033/VER/RSG/IV/2013 tanggal 23 April 2013 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Vanency Loardy, Dokter pada 
Rumah Sakit Grestelina Makassar. 
e. Lelaki Ilyas Tanu mengalami luka-luka : 
Hasil pemeriksaan : 
• Luka robek pada dahi uk + 3 x 2 x 0,5 cm. 
• Luka lecet pada hidung 
• Nyeri pada bahu kanan, bengkak (-) 
Kesimpulan : 
- Patah tulang bahu kanan 
- Luka akibat kekerasan benda tumpul 
 
Sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Visum Et Repertum 
Nomor : 06/ RS-AN/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dokter Andi Azizah, Dokter pada Rumah Sakit Arifin 
Nu'mang Rappang. 
 
f. Perempuan Hawiah mengalami luka-luka: 
• Luka robek pada kepala bagian kiri 
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• Penderita mual, muntah 
Diagnosa :trauma kepala sedang. Luka robek 
Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Diduga karena terbentur pada 
benda keras. Opname tanggal 06 April 2013 Sebagaimana diuraikan 
dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 371/256/RSUD 
AM/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Dokter Sari Asriani, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A. 
Makkasau Kota Parepare. 
 
4. Petunjuk  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu 
sama lainnya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang 
diajukan maka didapatlah petunjuk bahwa benar pada hari Jum‟at  05 
April 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam tahun 2013 bertempat dijalan poros Enrekang Rappang 
Sidrap Dusun Boddi Desa Mario Kecamatan Panca Rijang Kabupaten 
Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 
mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi  DD 1714 OG 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta 
kerusakan kendaraan. 
Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan 
tersebut yang menambah keyakinan hakim maka melalui amar 
putusannya hakim menetapkan Terdakwa SUWITTO Bin AMIR CONDA 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan 
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kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan 
serta kerusakan kendaraan” dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 
(delapan) bulan dan juga dengan berdasar pada pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan: 
• Perbuataan terdakwa merugikan orang lain; 
Hal-hal yang meringankan: 
• Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 
• Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana; 
• Terdakwa menyatakan penyesalannya; 
• Terdakwa telah sudah mengadakan perdamaian dengan 
keluarga korban Hawiah dan Alifa Naura Rayani serta sudah 
memperbaiki kerusakan mobil milik korban Ir. Pelita Umar. 
Selain daripada itu, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek 
sosilogis dalam memutuskan perkara dalam persidangan. Melihat dari 
hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui ;  
• Bahwa terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya 
tersebut.  
• Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal atas 
kecelakaan tersebut.  
• Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang sehingga 
memperlancar jalannya persidangan. 
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Melalui wawancara yang dilakukan terhadap salah satu hakim 
anggota yang memutus perkara ini yaitu Ibu Andi Nur Haswah, SH 
mengatakan : 
“Waktu itu kami menjatuhkan putusan ini karena korbannya agak 
banyak, kemudian terdakwa ini siap untuk mengganti biaya 
kerusakan untuk memperbaiki mobil dari istri korban. Dari situlah 
ada hal-hal yang meringankan untuk terdakwa” 
 
Bahwa terdakwa karena kelalaiannya atau Kelalaiannya dalam 
mengemudikan kendaraannya menyebabkan korban meninggal dunia. 
dan luka ringan Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta 
pertimbangan yuridis, dan dilihat pula apakah ada alasan-alasan 
pengecualian, hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi 
terdakwa.  
Majelis hakim kemudian mengadili terdakwa berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan yang ada dengan tujuan untuk memberikan 
pembinaan dan pendidikan hukum kepada terdakwa pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang 
merugikan orang lain baik itu disengaja maupun tidak disengaja (alpa).  
Dengan terpenuhinya semua unsur delik yang  termuat dalam 
Pasal 310  yang didakwakan kepada  terdakwa, maka telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana 
didakwakan kepadanya. Dengan demikian pertimbangan Hakim dalam 
penjatuhan sanksi putusan terhadap pelaku tindak pidana Kelalaian yang 
menyebabkan orang lain meninggal dunia telah tepat, hakim menjatuhkan 
putusannya berpedoman pada isi surat dakwaan Penuntut Umum yang 
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diatur dalam ketentuan Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan disertai fakta-fakta hukum.  
Apa yang dapat kita petik dari Pasal tersebut bahwa karena 
konsekuensi dari keinsyafan atau pilihan sadarnya dalam melakukan 
suatu tindakan, mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki walaupun 
perbuatan itu kesalahan atau Kelalaian tetap bersifat melawan hukum. 
Artinya tidak diperlukan itu merupakan sebuah kesengaja atau Kelalaian 
maka pelakunya tetap dapat dipidana.  
Setelah melihat penjelasan diatas dalam penjatuhan sanksi kepada 
pelaku, maka disini penulis dapat mengemukakan tujuan penjatuhan saksi 
atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana Kelalaian yaitu memberi efek 
jera kepada pelaku agar kelak kedepannya ia dapat lebih berhati-hati dan 
mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi ketika 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkannya sebagai berikut ;  
1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang 
mengakibatkan mengakibatkan kematian atau luka yaitu bahwa 
terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), (3), (2) UU No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
2. Berdasarkan hal tersebut  maka hakim menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap kelalaian yang mengakibatkan kelalaian atau luka dalam 
Putusan No.120/B.Pid/2013/PN. Sidenreng Rappang berdasarkan 
Pasal 310 Undang-Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat-
alat bukti yang terungkap di dalam persidangan tersebut yang 
menambah keyakinan hakim maka melalui amar putusannya hakim 
menetapkan Terdakwa SUWITTO Bin AMIR CONDA terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal 
dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan” dan 
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
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pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan 
juga dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut : 
Hal-hal yang memberatkan: 
• Perbuataan terdakwa merugikan orang lain; 
Hal-hal yang meringankan: 
• Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 
• Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana; 
• Terdakwa menyatakan penyesalannya; 
• Terdakwa telah sudah mengadakan perdamaian dengan 
keluarga korban Hawiah dan Alifa Naura Rayani serta sudah 
memperbaiki kerusakan mobil milik korban Ir. Pelita Umar. 
B.  Saran  
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat memberikan 
saran sebagai berikut : 
1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu 
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan 
seseorang yang melakukan tindak pidana.  
2. Diperlukannya Kebebasan hakim untuk memutuskan atau 
menjatuhkan sanksi pidana dengan melihat secara kasuistis. 
Berdasarkan bentuk tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana 
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